LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

OMOR 56 TAHUN 2002 SER : C

1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
;_(., NOMOR 34 TAHUN 2002

-',; TENTANG
‘ 1' ETRIBUSI IZIN USAHA RUMAH PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai  penyelenggaraan = Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;




Mengingat

. bahwa laju pertumbuhan dan perkeml

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag

. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahuri”

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten
. Undang-undang Nomor 9 "Tahun 1990 tentf

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ten

usaha rumah pemondokan sebagai
akomodasi  bagi pemukim baru
meningkat, sehmgga perlu dilakukan pem
pengendalian dan pengawasan |

dimaksud pada huruf a, b dan ¢ di atas,

Nias tentang Retribusi  Izin Usaha "
Pemondokan ;

tentang  Pembentukan  Daerah  Otori
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Da
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Ne
Tahun 1956° Nomor 58, Tambahan Lemb
Negara Nomor 1092) ;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pi
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nom
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun.l
Nomor ... , Tambahan Lembaran Ne
Nomor 3427) ;

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Le
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Ta
Lembaran Negara Nomor 3693), sebag
telah dirubah dengan Undang-undang No
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Und:
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
‘Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lemb;
Negara Nomor-4048) ;-

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
'Lingkugnan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
tentang  Pengendalian  Pencemaran  Air
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang ~ Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

- teritang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)



20. Peraturan D
: aerah Kab
Tahim 1907 torsss . nopoien Nias
T e e
posnti Negeri Sipil ~ yap o
Daeyrla}:kan terhadap  pelaiiggaran i
(o Dot ‘ke"te’nt'uanPerlg‘t'l!"ran
e aerah Kabupaten Nias - ke
o1 Pear e ) 1as Tahun 1993
- Feraturan Daerah Kab . »
;ahun' 2001  tentang g I‘gaSNomor 4
(La;; Keria Dinas Daerah Ko d
aran Daerah Kabupaten Niasug':tj;nn zlggls

Pemerintah Nomor 66 Tahun 200
(Lembaran Nega
Lembara

11. Peraturan
tentang Retribusi Daerah
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Negara Nomor 4139), _

12. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 196
tentang Pedoman Pembinaan Kepariwisata:
Nasional ;

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
tentang  Teknik Penyusunan  Per?
Perundang-undangan dan Bentuk Rancan

Undang-Undang, Rancangan Peratur
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Nomor 11) ;
14. Keputusan Menteri  Pariwisata, ’
Telekomunikasi Nomor KM 74/PW.105/MP. -
85 tentang - Peraturan Pondok Wisata Dengan persetuj
Keputusan .Menteri ~ Pariwisata, Pos. EWAN PERWAKI Juan
B LAN RAKYAT
Telekomunikasi Nomor DAERAH KABUPATEN
MEMUTUSKAN 1AS

104/PW.105/MPPT-89 ;
15. Keputusan Menteri - Pariwisata, Pos g
Nomor K3/PW.003  ten!

Telekomunikasi
Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata, Pos PEMONDOKAN
Telekomunikasi ; : .
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai N BAB I
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Negeri Nomor;

17. Keputusan Menteri _
Tata  Cags

Tahun 1997 tentang Pedoman

Pemungutan Retribusi Daerah ; ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksz

Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan ‘Menteri Dalam Negeri Nomo
Tahun 1999 tentang sistem dan Proseqi
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah ¢

Penerimaan Lain-lain ;

Peraturan Daerah inj
ah ini i
aerah adalah Kabupate):,a;giazlmakwd dengan :

emerintah Daerah adalah

N P ;
.pala Daerah adalah Bupat?nl\ll?:sn'tah ol
Inas adalz?h Dinas Pariwisata dan i(
¢pala Dinas adalah Kepal i
bupaten Nias ; pe Din

Daerah adalah K
as Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias :

budayaz}n .Kabupatfen Nias ;
as Pariwisata dan Ke‘bt’xdayaan

e




Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah
Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pariwisa i Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
Kebudayaan Kabupaten Nias , " pa bunga dan atau denda ;

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas j B Pemeriksaan  adalah serangka:an kegiatan untuk  mencari,
pemberian izin usaha rumah pemondokan yang diberikan; ' engumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau bad fienguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan
Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah ~dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di
pelayanan pembenan izin usaha rumah pemondokan ; I ,ang Retribusi ;

Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah ) idikan tmdak ‘pidana -di brdang Retribusi adalah serangkaian
orang yang mengusahakan atau memiliki usaha rumah pemondo i mdakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawm Negeri Sipil, yang
. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dina } elanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
*melakukan pemungutan retribusi ; g yang dengan bukti- itu membuat terang tindak pidana di bidang
Usaha rumah pemondokan adalah suatu usaha perorangan 8 Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

badan usaha dengan menggunakan sebagian atau seluruh b

yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk .me BAB./II
- pemondokan dengan perhitungan pembayaran bulanan atau tahu NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD WAJIB RETRIBUSI
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah ret i Pasal 2

‘yang terhutang ; i
Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mela
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ; ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya di
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya.
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah keku
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan Ja
retribusi yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah - Kurang Bayar Tam
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keéputusan
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya di
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah ke
pembayaran retribusi- karena jumlah kredit retribusi lebih bes
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

gngan nama Retribusi Izin Usaha Rumah Pemondokan dnpungut retribusi
1S Jasa pelayanan pemberian izin usaha rumah pemondokan. -
Pasal 3
.1?) Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin usaha rumah
nondokan. |

Pasal 4
Retribusi adalah - setiap orang dan atau badan hukum yang
Pngusahakan atau mem\hkl usaha rumah pemondokan.
Pasal §

fijib: Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
b eraturan Daerah ini.



BAB 111 U Pasal
GOLONGAN RETRIBUSI ::L‘: yang tidak termasuk dalarn - L
Pasal 6 _ H<t)£el y am jenis usaha hotel melas;

. 3 en adatah
Retribusi Izin Usaha Rumah Pemondokan termasuk Golongan Retribusi S b.  Asrama s(g):?a; a;:na bunga melati; pondok wi sebagai
Perizinan Tertentu. 3 Zr;:pa panti J°mpo'gp a:l:(ie;:imlch Pemen'ns;t: :::u perkemahan

pat y S Ay, ,:»;f.or isasi
BAB IV Tempat g:zg,:,':" an/pemondokan gf," asjrgn? Sosiat lmmyf‘?usasl YRy
KETENTUAN PERIZINAN yang khusus diguegs Slkelola oleh pocatan sosil keagamaan
Bagian Pertama SBAR 4 sebagai tempat. ﬁn& fatah atau Swasta
Perizinan - Péristirahatan bag;
e oneyy BaEn Kedua |
. | . ki 18 angka Waktu Be
Setiap orang dan atau badan yang mendirikan, mengusahakan atau memiliki S Berlakunya Izip
usaha rumah pemondokan, diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin 748 Pasal 11 ‘

5 3ktu berlaku 9 e :
g 3 tahun dan da axunya 1zin usaha oo, ¢
- pat diperpan a-adlsh ditetapican’ ,
itu. 'Perpanjang kembaii apabi::tzg;:(an selama 2 (dua)
: tuk

darl Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada dalan} 4

) L

Pengusaha )
Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohONAcERy Kepala'Dae};:ng bersangkutan wajib meng dimaksud pada
; : h selambat-lar, engajuk yat (1)
rertulis kepada Kepala Daerah. R berakhir. at-lambatnya 3 (i jukan permohonan kepada
(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan prinsip “3 3) Tata cara dan g ga) bulan sebelum masap‘ a
izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjubas lanjut dengan K é::fbsyarat permohonan 1zin
"

dengan Keputusan Kepala Daerah. i san Kepala Daeral Perpanjangan. m ditir gl

: _ Pasal 9 S8) Izin Usaha Pasal 12 i
(1) Kepala Daerah d jak permoh bagaimana dimaksy(ii a tidak berlaku lagj apabi |
pala Daera apat menolak permo onan sebagaimana (imakSyiEs a. Pemegang izin agi apabila - i
pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka wakiggE b. Tidak didaftar usaha meninggal dunia - i
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggifs. ¢. Merubah naml;landg setelah 2 (dua) tal;un-
an Ioka ’ i

diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penol2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang
(2) Tata cara dan syarat-syaratpenolakan sebagaimana dimaksud pada 2

PCI'Setu' Si :
Memi"rji:;?al:e:ia Dacrah saha .rumah  pemondgican tan
.,Dalsepengetahuaf Ke::la‘gpenﬁlikan o Kool S pa

. dimaksud n usaha
dmaksud pada ayat (1) b o, ata Kepor oy o080
milikan ahli wagic

d.

(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.




Pasal 16 :

@t Usaha Rumah Pemondokan digolongkan dalaii 3 (figa) kelas, yakni
i sebagai berikut: - ' '

4. * Usaha Rumah" Pemondokan tertinggi dinyatakan dengan tanda

‘Kelas A, dengan jumlah kamar 31 buah ke atas :

'Usaha Rumah "Pemondokan menengah dinyatakan’ dengan tanda

Kelas B, dengan jumlah kamar 11 s.d 30 buah ke atas ;

Usaha Rumah Pemondokan terendah dinyatakan dengan tanda

Kelas C, dengan jurhlahi kamar 1 s.d 9 buah

- Penentuan penggolongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

atakan dengan Piagam yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

am golongan- kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku

elama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat

iperbaharui berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan.

ata cara dan syarat-syarat penggolongan kelas sebagaimana dimaksud

ik Pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

diteruskan oleh salah seorang yang dihunjuk_sampai sisa jangka wa
berlakunya izin, dengan persetujuan Kepala Dinas. :

Pasal 13

(1) 1zin Usaha Rumah Pemondokan dapat dicabut apabila : |
iliki izin secara tidak sah , » o
: I';:;I;: melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan"
' ang diusahakan ;
c l%?;:l;;y laggi ‘memenuhi  ketentuan-ketentuan persy'ar.a.ta
. kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini g
d. Mengalihkan hak kepemilikan usaha kepada orang lain ta 8
" juan dari Kepala Dinas o e
e ;l:zre:::fbah jurfilah kamar taripa persetujuan Kepala Dinas. .
f : Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang _ber akig
2 'fata cara dan syarat-syarat pencabutan atau pembatalan izin
“Jebih -I'ﬁhjut denghf; Keputusan Kepala Daerah. |

| Bagian Kelima

Bagian Ketiga : Kewajiban
$9 i dalan
Bentuk Usaha dan Permo Pasal 17
Pasal 14

Renilik atau pemimpin usaha pondok wisata berkewajiban untuk :
tMemenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

: Daerah ini ; '

¥ Memberikan perlindungan -dan menjaga keamanan para penghuni dan

: tamu rumah pemondokan ; ' ‘

f'Menquakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan

i perundang-undangan yang berlaku

k Mencegah dan melarang; penggunaan rumah pemondokan dari kegiatan

§ yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, penjualan obat
i terlarang, meminum minuman keras, perjudian, melanggar norma
‘agama dan kesusilaan ; :

@ Memelihara hygiene dan'sanitasi di dalam rumah- pemondokan dan di

F lingkungan pekarangannya - sesuai dengan ketentuan peraturan

i perundang-undangan yang‘berlaku : 2

' ha perorangan atau ba
Rumah Pemondokan berbentuk usa '
@ gs:a}?:‘:"s‘ezuai ‘dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan y

2) llzzl;fl?.Usaha Rumah Pemondokan dimiliki oleh Warga Neg

Indonesia. o
Pasal 15 " d
(1) Usaha Rumah Pemondokan adalah Ipeﬂyédiéatij’a‘sa}pémondokan.

(2)/ Pénguisaha “Rumah~ Pemonidokan dapat menyediakan ~pelaya
pemondokanan dan minuman sebagai jasa t'am'pahan.

Bagian -Keemp“_é_t o
7 penggolongan Rumah Pémondokan
t PETe e R T Ty

11



unian kamar, termasuk daftar tarif sewa

Menetapkan persyaratan pengh
t yang mudah dilihat dan dibaca ,

kamar yang diletakkan di tempa
Menempatkan Surat lzin Usaha di tempat yang mudah dilihat dan
dibaca;

a Kepala Dinas.

Menyampaikan laporan statistik setiap bulan kepad

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 18
ribusi Izin Usaha Rumah
enyediaan jasa pelayanan
pemondokan.

ngkat penggunaan jasa Ret
diukur berdasarkan biaya p
prinsip dan izin usaha rumah

Cara mengukur ti
Pemondokan adalah
pemberian persetujuan

Pasal 19

rif Retribusi lzin Usaha Hotel dengan Tanda Bunga 7
mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan

a pemberian izin usaha rumah pemondokan. :

Prinsip Penetapan Ta
Melati adalah untuk
pengawasana dalam rangk

Pasal 20
n atau badan hukum yang-mendirikan, mengusahakan

aha rumah pemondokan dikenakan Retribusi.

Setiap orang da
if Retribusi adalah ditetapkan sebag

atau memiliki us
Struktur dan besarnya tar

(1)

(2
berikut
a. lzin Usaha:
1. Usaha Rumah Pemondokan Kelas A Rp 300.000.-
2. Usaha Rumah Pemondokan Kelas B Rp 200.000.-
3. Usaha Rumah pemondokan Kelas C Rp 100.000-
b Daftar ulang/perpanjangan izin usaha :
1. Usaha Rumah pemondokan Kelas A Rp 250.000.-
2. Usaha Rumah Pemondokan Kelas B Rp 150.000.-
dokan Kelas C Rp 75.000.-

3. Usaha Rumah Pemon

BAB vI
WILAYAH PEM UNGUTAN

Pasal 21

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

g

Pasal 23

: gut d
yang dipersapemo engan menggunakan SKRD
ndokan, atau dokumen [g;

n

Has
asil pungutan Retribysj seba

di : i
isetor oleh gaimana dimaksud dalam Pasal 20

BKP ke Kas Daerah.

BAB vIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

lambatnya | x 24 jam,

ditentukan .

sanksi admifleizi;g:im:,ana dimaksud pada ayat (1

menerbitkan STRD erupa bunga sebesar 2% (d{;amaka dikenakan
; persen) dengan

13



Pasal 25
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin ¥

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang %ala::
apat @

jangka  waktu  tertentu  dengan  alasan  yang

dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) O Tl o e T

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan

tanda bukti pembayaran.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Fepat pada waktunya ata;/
kurang membayar, dikenakan sanksi administ.ras1'bempa bunga sebesar 2d ; 4
(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang t{ha
atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan ]

Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat laiq yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 1

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelz'l'h tang.gal. Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus ]

melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana 1

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

14§

(1) Kepala Daerah dapat memberikan

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi.

Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah,

BAB X1

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

PENGHAPUSAN ATAU PEN GURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 30

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD

dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kek.hilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurangan  ketetapan, penghapusan atay pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara
tc?rtulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

15



(5) Keputu

i k . .

?a:r‘;?;aztiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat
(5) Kepala Daerah

Keputusan, maka perm

(1) Wajib Retribusi dap

(2)

€)
(4)

(D

(2)

i imaksud pada ayat (4)
S ohonan sebagalman?, dima pada (
ba::n a(t)?:hplirt:gala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling

3 (tiga) bulan sebagaimana dirpaksud paga gz:(t\
atau Pejabat yang dihunjuk pdak r,nem eri
ohonan dimaksud dianggap dikabutkan.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 31 .
at mengajukan permohonan keberatan atas SK

dan STRD. .
Permohonan keberatan sebagal

disampaikan secara tertulis Kep
dihunjr;k paling lama 2 (dua) bular(\i ;
Pengajuan keberatan tidak menunda pdi
Permohonan keberatan sebagalmang e
(2) harus diputuskan oleh Kepala Dae et
dalam jangka waktu paling lama 6 (ena

keberatan diterima.

mana dimaksud pada ayat.(l) ha'rus

ada Kepala Daerah atau Pejabat yang

sejak tanggal SKRD dan STRD.
ayaran.

r::;kysud pada ayat (1) d?.n ayat

atau Pejabat yang dihunjuk

sejak tanggal sural

BAB XIV \
AN PENGEMBALIA
CARA PERHITUNG [
TA}‘(I;JLEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUS

Pasal 32

Wajib Retribusi harus mengajukar} perr::ho
Kepala Daerah untuk perhitung
pembayaran Retribusi.

Atas dasar permohonan sebagair
kelebihan pembayaran Retribust
terlebih dahulu dengan utang Rletn
berupa bunga oleh Kepala Daerah.

nan secara tertulis kepada
pengembalian

ada ()
kelebihan
- 1), atas )

ai dimaksud pada ayat (
baz,alman(;iapat langsung dlperhlt'ur_\gkaq
busi dan atau sanksi administrasi ;
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3)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 33

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan - perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 34

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusj.
Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 33, diterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 35

Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka wakty
[0 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tertangguh apabila :

a.  Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa , atau
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Pasal 39

M) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.

A42) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

] a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;

langsung maupun tidak langsung.

G UTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PI
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 36 %
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih ]a_tgi karena hak untuk 4
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. .

hapusan Piutang
erah menetapkan Keputusan Penghap :
@ Ié:g:l])isi D;ang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada j

St c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
BAB XVII badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
KETENTUAN LARANGAN : d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
Pasal 37 3 lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

i sahakan atau
: dan atau badan dilarang membangun, mengusahak
i?n?:la:krznngusaha rumah pemondokan, sebelum memperoleh izin usaha 1

dari Kepala Daerah.

BAB XVIII 8. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
KETENTUAN PIDANA ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
Pasal 38 dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi :

). menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang
bertanggung jawab

1 ji ibusi ti i kewajibannya scbagaimana

bila Wajib Retribusi tidak memgnuhx . ]

(N gg:lur dalarr{ Peraturan Daerah ini, diancam dengan. pxdz}n? kurunga: 4
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya
(empat) kali retribusi terutang. _ 4

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksu

pelanggaran.

d pada ayat (1) adalah

BAB XIX
PENYIDIKAN
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* (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukai:
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Agar Setiap orang mengetghyi

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Daerah inj 4 tahkan
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Nias, “gan p cfiempatannya dajam Lemb b Bundangan Peraturap
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. aran Daerah Kabupaten
BAB XX Disahkan g .
KETENTUAN LAIN-LAIN pada tanggal Gunungsitol
e Tuli 200
Pasal 40
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan BUPAT] NIAS
Kebudayaan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja
Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. 4 Dt
0
Pasal 41 Diund BINAHATI B, BAEHA
. e L 2 undangkan dj Gt
Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala 8 pada tanggal 20 § gsitoli
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias. : €ptember 2002
142 SEKRE
l.’asa . E S DAERAR KABUPATE
Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan N NIAS,

By
&5

Retribusi Daerah.

]

BAB XXI
FA UDUZISOCHY TELAUMB ANUA

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangi:;:_
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 48
Daerah.
Pasal 44

 LEMBARAN DAERAK |
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ) AE KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR s
; 6
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 34 TAHUN 2002
TENTANG .
RETRIBUSI 1ZIN USAHA RUMAH PEMONDOKAN

UMUM

tkan perpajakan
dasarkan Undang-Undang Dasar }.945 yang menempa
lsaeebragai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bah

aky i Paj inlsn, hani
kepada rakyat, 'seperti Pajak dan lain lain, hard
s Dengan demikian, pemungu

ditetapkan dengan undang-undang.
Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahur} 1?9} tentan:
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegask?n bahwa Retribusi }teta
dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retnbus‘{ Daerah mempunyal mu
pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan ters

dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang§
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang;
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggarang

.4l Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang ~
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi
¢l peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuanganiya dengan
4 menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah
44 ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

7 Sejalan dengan meningkatnya arus perjalanan dan perpindahan penduduk
‘4 dari Desa ke Kota, akan mendorong keinginan masyarakat untuk
41 membangun atau mengusahakan rumah pemondokan. Untuk terpeliharanya
mutu rumah pemondokan sebagai tempat pemondokan yang layak, maka
Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengendalian, pengaturan,

pengawasan dan penertiban usaha rumah pemondokan yang ada di
Kabupaten Nias.

Dengan demikian, untuk pengelolaan usaha rumah pemondokan, diperlukan
izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.
sa atas pelayanan tersebut, maka Pemerintah Daerah memungut Retribusi
n Usaha Rumah Pemondokan sebagai salah satu sumber pendapatan asli

daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan Otonomi
Daerah di Kabupaten Nias.

{PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerali§Pasal 3

dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggarang

Cukup jelas

Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain§Pasal 4

berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dil.larapkan menjadi salah san_{
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemenntahan_ dan pembang:lr(\a?
Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahterz}an rpasyar af
Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu_‘

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Cukup jelas

Pasal S
Cukup jelas
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Pasal 6 Bl
. 13
Cukup jelas Avat (1)
Pasal 7 H
Cukup jelas uruf a
Menmiliki iz
Pasal 8 Iki izin secara
. i tid
Cukup jelas ,’,‘:’""‘" prosedur seba' ak sah adalah memiliki iz;
raturan Daerah inj gaimana dimaksud { 1zIn tanpa
Pa.salc9ku . Hurufb . alam ketentyan
ukup jelas Kegi
t
Pasal 10 Penti/:d?:anpo!;zk adalah kegjatan usah
Cukup jelas dimaksud da]imietpelayanan Pemondoka sebagai tempat
e :
Pasal 11 Huruf ¢ Ntuan Pasa 15 5 at an, - sebagaimana
. yat (1).
Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 12 Huruf 4
Ayat (1) Mengalihkan
hak k -
mengalih epemilikan
Huruf 2 galihkan  hak kepeml: kepada or. .
Cukup jelas d‘?"ga" cara menjual epemilikan usahs | ang lain adalah
i Jual atau menghibahk ®Pada orang lain
Hurufb Huruf e annya kepada orang
Cukup jelas Cukup jelas
Huruf ¢ Huruf
Merubah nama d Cukup
adalah mengganti nama dan memin Ayat (2 p jelas
merubah tanda kelas (menambah jumlah kamar) tanpa C) '
persetujuan Kepala Daerah. 1 ukup jelas
& i asal 14
Huru % Cukup i
Memindahtangankan kepemilikan ~dan kepemimp! - up Jelas
usaha adalah menjual, menghibahkan kepada orang 15
dan mengganti pimpinan usaha. . Cukup jelas
’
Ayat (2) el 16

Cukup jelas




i Pasal 21

Pasa}_lLLf X . Cukup jelas
Cukup jelas ' Pasal 22

Huruf b Cukup jelas
Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan para penghuni S8 Pagal 23

dan tamu rumah pemondokan adalah memberikan perlindungan- Cukup jelas
terhadap gangguan yang mengganggu ketenteraman dan . A rci

kenyamanan para penghuni dan tamu rumah pemondokan, dan ki Coln

tidak menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan ‘3 ~ukup jelas
terhadap tuntutan hukum karena melakukan perbuatan yang @ Pasal 25

bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang- Cukup jelas
undangan yang berlaku. A Pasal 26

Huruf ¢ E: Cukup jelas
Cukup jelas M Pasal 27

Huruf d , Cukup jelas
Cukup jelas 4 Pasal 28

Huruf e 4 Cukup jelas
Cukup jelas A Pasal 29

Huruf f - Cukup jelas
Cukup jelas 4 Pasal 30

Huruf g f, Cukup jelas
Cukup jelas 4 Pasal 31

Huruf h : Cukup jelas
Cukup jelas { Pasal 32

Pasal 18 _ Cukup jelas
Cukup jelas { Pasal 33

Pasal 19 Cukup jelas
Cukup jelas { Pasal 34

Pasal 20 ‘ Cukup jelas

Cukup jelas




Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas




